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PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 12 TAHUN 2013  

TENTANG 
TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang    : a. bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang 
Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sudah 
tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
ketenagakerjaan, sehingga perlu disempurnakan; 

b. bahwa tata cara  penggunaan tenaga kerja asing 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan 
pelaksanaan Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (4), dan 
Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan; 

c. bahwa tata cara penggunaan tenaga kerja asing 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana 
diamanatkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan 
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Menteri; 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang 
berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan 
Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk 
seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1951 Nomor 4); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib 
Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang 
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 
Pajak  Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi 
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja 
Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5358);  

7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN 
TRANSMIGRASI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN 
TENAGA KERJA ASING. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA, adalah warga 
negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah 
Indonesia. 

2. Tenaga Kerja Indonesia pendamping yang selanjutnya disebut TKI 
pendamping, adalah tenaga kerja warga negara Indonesia yang 
ditunjuk sebagai pendamping TKA dalam rangka alih teknologi dan 
alih keahlian. 

3. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi 
Kerja TKA, adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang 
mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam 
bentuk lain. 

4. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat 
RPTKA, adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang 
dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang 
disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 

5. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat 
IMTA, adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat 
yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA. 

6. Kompensasi adalah dana yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA 
kepada negara atas penggunaan TKA. 

7. Pekerjaan yang Bersifat Darurat adalah pekerjaan yang mendesak dan 
apabila tidak ditangani secara langsung dapat mengakibatkan 
kerugian fatal bagi perusahaan dan/atau masyarakat umum. 

8. Pekerjaan yang Bersifat Sementara adalah pekerjaan yang dapat 
diselesaikan dalam waktu singkat dan tidak dapat diperpanjang. 

9. Usaha Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan 
hiburan di Indonesia, baik yang mendatangkan maupun 
memulangkan TKA di bidang seni dan olah raga yang bersifat 
sementara. 

10. Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan dalam wilayah hukum 
negara kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk 
menyelenggarakan fungsi-fungsi perekonomian yang bersifat khusus 
dan memperoleh fasilitas tertentu. 

11. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 
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12. Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen, adalah Direktur 
Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja. 

13. Direktur adalah Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja 
Asing. 

14. Dinas Provinsi adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan provinsi. 

15. Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi yang bertanggung jawab di 
bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. 

Pasal 2  
Pemberi kerja TKA hanya dapat mempekerjakan TKA dalam hubungan 
kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. 

Pasal 3 

Pemberi Kerja TKA meliputi: 

a. instansi pemerintah, badan-badan internasional, perwakilan negara 
asing; 

b. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, 
kantor perwakilan berita asing; 

c. perusahaan swasta asing; 

d. badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau 
badan usaha asing yang terdaftar di instansi berwenang di Indonesia; 

e. lembaga sosial, keagamaan, pendidikan dan kebudayaan; 

f. usaha jasa impresariat. 
Pasal 4 

Pemberi kerja TKA yang berbentuk persekutuan perdata, Firma (Fa), 
Persekutuan Komanditer (CV) dan Usaha Dagang (UD) dilarang 
mempekerjakan TKA kecuali diatur dalam undang-undang. 

Pasal 5 
(1) Pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA harus memiliki RPTKA. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi 
pemberi kerja TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a. 

(3) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
pemberi kerja yang mempekerjakan TKA di wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

(4) RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar 
untuk mendapatkan IMTA. 
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BAB II 
TATA CARA PENGESAHAN RPTKA 

Bagian Kesatu 
RPTKA  

Pasal 6 

Pemberi kerja TKA yang menggunakan TKA harus memiliki RPTKA yang 
disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 

Pasal 7 
(1) Untuk mendapatkan pengesahan RPTKA, pemberi kerja TKA harus 

mengajukan permohonan secara tertulis atau online kepada Dirjen 
melalui Direktur dengan melampirkan: 
a. alasan penggunaan TKA; 

b. formulir RPTKA yang sudah diisi; 
c. surat izin usaha dari instansi yang berwenang; 
d. akte pendirian sebagai badan hukum yang sudah disahkan oleh 

instansi yang berwenang; 

e. keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat; 

f. bagan struktur organisasi perusahaan; 
g. surat penunjukan TKI sebagai pendamping TKA dan rencana 

program pendampingan; 
h. surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pendidikan 

dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan 
kualifikasi jabatan yang diduduki TKA;  

i. copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981; dan 

j. rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi 
teknis apabila diperlukan. 

(2) Formulir RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
memuat: 

a. nama pemberi kerja TKA;  
b. alamat pemberi kerja TKA; 
c. nama pimpinan perusahaan; 
d. nama jabatan TKA; 

e. uraian jabatan TKA; 
f. jumlah TKA yang akan dipekerjakan; 
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